BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR B3 TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGEA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja MNegara Tahun Anggaran 2020 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK]
Tambahan Celombang [l Tahun Anggaran 2020 yang
diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka sctelah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, maka kiranya periu
dilalulkan penyesuaian program dan kegiatan dalam
Penjabaran Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Romawi

V angka 9 dan angka 285 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Megeri Momor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 fentang
Pembentukan Daerah-Daerah EKabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 19530) sebagaimens telah
dinbah dengan Undang-Undang Momor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemmbentukan Dacrah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangpung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nagional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomaor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S4935);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang ...... 3
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Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peragturan Pemerintah Momor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Walkil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangen Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 437 35);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
NMegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan hsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambshsn Lembaran Negara Repuoblik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635];

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tehun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja MNegara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonezia Momor 5864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dani Tata Cara Pemungutan Pajalke
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nemor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah MNomor 2 Tahun 2018 itentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahunm 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Milik Pemerintah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 257);
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Eincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indoniesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tenitang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 1560];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tenitang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
347);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah,
Serta  Pelaksanean dan Pertangrungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

43, Peraturan ...... 7
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tambahan Gelombang [II Tabun Anggaran 2020;

Peraturan Gubernur Jawsa Barat Nomor 42 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 ([Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 Nomor 42);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8
Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 8 seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah EKabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalenpgka Nomor 35
Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Investasi Daerah Kabupaten Majalenghka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalenglka Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Magjalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

52 Peraturan ... ]
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Peraturan Daerah Kabupatem Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisirasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka
[Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018
Nomaor 1);

Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Habupaten Majalengka Tahun Anpggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14 ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPAT!I MAJALENGKA NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGEKA TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalenglka Nomor 46 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 46) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tenlang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 69),
diubah sebagai berilut;

. Diantara Pasal 1E dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1F yang
berbunyi sebagai berikut:

Pazal 1F

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikul:

L. Pendapatan
a. Semula Rp.  3.236.973.815.498 83
b. Bertambah [Berlkurang) Rp. 16.547.525.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Fp. 3.253.521.340.495.43
prrubahan
2. Belanja
a. Semula Bp.  32289.244.037.607 02
b. Bertambah [Berlkurang) Rp 16.547.525.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan :
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.  |S2270.521 108,74

Ep.  3.305.791:862.607 .62



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Bemula By 39,270,522, 108,19

2] Bertambah (berkurang] Fo. .00

Jumlah Penerimaan setclah Fp. 35,270,522, 108,79
perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2] Bertambah [berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Bg. 300,000, 000, 00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Bp.  52.I70.522.108,79
Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

2, Diantara Pasal 2E dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2F yang
berbunyi sebagai berilut:

Pasal 2F

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1F
dirinci lebih lanjut pada Lampiran [F dan I.g Peraturan Bupati ini,

3, Diantara Pasal 3E dan Pasal 4 disisipkan | [satu] pasal, yakni Pasal 3F yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3F

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1F adalah
memuat perubahan dan penyesuaian target pendapatan  daerah,
penambahan belanja daerah, pergeseran anggaran dan penyesuaian
program/kegiatan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 534
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Angparan Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi
Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK] Tambahan
Gelombang Il Tahun Anggaran 2020 untuk Dinas Keschatan, Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta
Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dirina lebih lanjut dalam
Lampiran [I.F Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalenghka.

Ditetapkan di Majalenglka
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPAT] MAJALENGKA,

tted

KARNA S0OBAHI
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Dundanpkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGEA,

ttd

EMAN SUHEREMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR B3

Salinan sesuai dengan aslinya,
#__..-_’-'; LA BAGIAN HUKUM
/W SERRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
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